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SINOPSIS BUKU 

Suprastruktur politik adalah suatu prosedur untuk mengoperasikan 

bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interaksi 

pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interaksi negara dengan 

rakyatnya.Suprastruktur politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang 

bertikai antara negara dan pemerintah.Trias Politica adalah ajaran yang memiliki 

anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam yaitu Legislatif, Eksekutif 

dan Yudikatif.Kekuasaan Suprastruktur Politik Eksekutif berada di tangan presiden, 

di indonesia sekaligus menjabat sebagai  kepala negara dan kepala 

pemerintahan.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara 

yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), 

melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam 

sidang paripurna MPR, Eksekutif. 

Dalam sistem parlementer, kepala negara dengan kepala pemerintahan dibuat 

secara terpisah dimana kepala negara biasa dipegang oleh presiden sedangkan kepala 

pemerintahan dipegang oleh Menteri. Berbeda dengan sistem presidensial seperti 

yang dianut oleh Indonesia saat ini, kedua tugas kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan sama-sama dipegang oleh presiden dengan wakil presiden dan 

Menteri-menteri sebagai pembantunya. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas 

Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Mengajukan rancangan 

undang-undang kepada DPR. 

Hak Imunitas 

Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 

secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon tersebut meraih 

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai 

berakhir masa jabatannya. 

Hak dan wewenang MA 
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Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yangberada di bawah MA. 

MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan 

peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. 

Peradilan Tipikor didasari oleh pembentukan dan pengesahan Undang-Undang 

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Hak dan wewenang KY 

Lahirnya Komisi Yudisial terjadi pada amandemen ketiga UUD 1945 dengan 

alasan untuk menjadi lembaga pengawas eksternal yang menjalankan fungsi checks 

and balances terhadap lembaga kehakiman di Indonesia. Kesepakatan untuk 

membentuk Komisi Yudisial tertuang dalam Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim. Kemudian disusun Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang ketentuan 

Komisi Yudisial.  

Sejarah Terbentuknya Lembaga Yudikatif 

Lembaga Yudikatif di Indonesia sendiri sudah lama dan memiliki sejarah 

panjang, bahkan ketika negara Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 

1945, 77 tahun yang lalu. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan 

dua lembaga tertua yang menjadi naungan badan Yudikatif di Indonesia itu sendiri. 

Keduanya sama-sama mewujudkan fungsi Yudikatif yang sudah tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar 24 dan 25 yang berbunyi «Kekuatan keadilan adalah 

kekuatan independen terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan». 

Meski begitu, badan Yudikatif sendiri belum memiliki kesetaraan dengan 

lembaga yang lain. 

Pengertian Yudikatif 

Lembaga Yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang 

fungsinya yaitu mengawasi penerapan Undang-Undang dan hukum yang berlaku di 
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dalam sebuah negara. Agar dalam sebuah negara tidak ada yang sewenang-wenang 

membuat Undang-Undang dan hukum yang akan di tetapkan di negara tersebut. 

Merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi di negara 

Indonesia. Artinya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah 

Agung . Jika dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 setelah perubahan keempat, dinyatakan dalam struktur kelembagaan Indonesia 

terdapat sembilan organisasi negara yang menerima kewenangan dari Undang-

Undang Dasar secara langsung. Kesembilan organisasi tersebut yaitu, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain kesembilan lembaga tersebut, 

terdapat juga beberapa lembaga yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah 

Daerah dan Partai Politik. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga yang tidak 

disebutkan namanya tetapi disebut fungsinya, namun kewenanangan tersebut akan 

diatur oleh Undang-Undang, yaitu bank sentral yang tidak disebutkan namanya 

«Bank Indonesia» dan komisi pemilihan umum yang bukan termasuk nama karena 

ditukis dengan huruf kecil. Baik itu Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan 

Umum yang saat ini menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan 

lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangan dari atas atau 

Undang-Undang. 

Merupakan Agung merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan 

kehakiman tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang paling tinggi dari pada yang 

lain. Seperti yang tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dibuat 

untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pasal 10 Mahkamah Agung merupakan 

Pengadilan Tinggi Negara, yang berwenang mengadili pada tingkat terakhir bagi 
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semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, yang 

mana yang menjadi ketua disini merupakan orang yang dipilih dari dan oleh hakim 

agung kemudian diangkat oleh Presiden. Sedangkan hakim agung sendiri dipilih dari 

hakir karier, professional dan juga akademis. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 

Agung memiliki dua kesamaan, yaitu sama-sama pelaksana cabang kekuasaan 

kehakiman yang tentunya sudah jaya dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan 

lain, seperti pemerintah dan lembaga permusyawaratan perwakilan . 

Merupakan Lembaga Negara yang bersifat mnadiri dan memiliki peranan 

yang tak kalah penting dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. 

Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka melalui kedaulatannya mengusulkan pengangkatan hakim 

agung serta melakukan pengawasan berupa pengawasan eksternal terhadap hakim 

sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang transparan dan juga partisipasi untuk 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kedudukan 

Komisi Yudisial dilihat dari Pasal 24B UUD tertuang bahwa Komisi Yudisial 

mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan kewenangan sebagai pendukung 

untuk lembaga peradilan.
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BAB 1 SUPRASTRUKTUR POLITIK 

Dalam suatu negara dapat dikatakan sah secara huku jika di dalamnya terdapat 

pemerintahan. Pada saat menjalankan pemerintahan, pemerintah memerlukan 

suatu “Suprastruktur Politik” dalam menjalankan system pemerintahan. 

Dalam menjalankan kekuasaannya lembaga negara perlu dibatasi agar tidak 

sewenang-wenang dan pemusatan pada suatu lembaga tidak terjadi. Hal ini 

juga dikemukakan oleh Lord Action “Power tends to corrupt, but absolute 

power corrupts absolutely” dimaksudkan bahwa manusia yang mempunyai 

kekuasaaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai 

kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.  

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara 

dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Susunan kelembagaan 

ini berkaitan erat dengan lembaga-lembaga negara, dan juga hubungan di 

antara lembaga-lembaga tersebut. Suprastruktur politik merupakan gambaran 

pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang 

tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan 

perundang-undangan lainnya.  

A. Pengertian Suprastruktur Politik 

Secara bahasa, Suprastruktur politik ialah hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat dalam bentuk prosedur pembentukan peraturan dan kepastian 

yang menyangkut mengenai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam 

suatu kawasan yang spesifik. 

Suprastruktur politik hadir dalam suatu negara guna berperan sebagai 

pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan mengawasi kebijakan. Yang 

dimaksud suprastruktur politik di Indonesia adalah lembaga lembaga Negara 

yang peran 
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dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 

B. Pengertian Suprastruktur Politik Menurut Para Ahli 

Pendapat dari para ahli mengenai pengertian Suprastruktur politik, antara lain: 

1. Menurut Gambriel Almond 

Suprastruktur politik adalah sebuah Suprastruktur hubungan yang bisa 

dijumpai dalam masyarakat independen yang melaksanakan fungsi 

penggabungan dan penyesuaian. 

2. Menurut Samuel P. Huntington 

Suprastruktur politik adalah makna, perilaku, penyesuaian, kepercayaan 

dan keyakinan yang signifikan mengenai politik dan yang bermakna dalam 

masyarakat. 

3. Menurut Rusadi Sumintapura 

Suprastruktur politik ialah prosedur selengkap fungsi ataupun kontribusi 

dalam komponen politik dalam interaksi satu sama lain yang 

memberitahukan suatu proses yang tetap. 

4. Menurut Drs. Sukarno 

Suprastruktur politik adalah gabungan ide, opini yang memformat satu 

kesatuan yang berinteraksi satu sama lain untuk mengelola pemerintahan 

dan melakukan dan menjaga kewenangan dengan cara mengelola 

seseorang ataupun suatu organisasi satu sama lain dengan Negara dan 

interaksi Negara dengan Negara lainnya. 

5. Menurut Fredrick W. Frey 

Suprastruktur politik adalah Suprastruktur interaksi dalam suatu 

masyarakat melalui mana alokasi-alokasi nilai-nilai yang mengikat dan 

bersifat otoritatif dibuat dan diimplementasikan. 

6. Menurut Prayetno 

Suprastruktur politik adalah sejumlah pemerintah maupun kegiatan politik 

di masyarakat yang berperan dalam transformasi input berupa prosedur 

yang berkuasa bagi masyarakat. 

7. Menurut Prof. Sri Sumantri 

Suprastruktur politik adalah pemerintah dari interaksi antara masyarakat 

yang berbentuk interaksi antara suprastruktur dan infrastruktur politik. 
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8. Menurut Drs. Abdul Kadir 

Suprastruktur politik adalah suatu Suprastruktur yang sah, Suprastruktur 

yang menjaga disiplin ataupun Suprastruktur yang mengubah dalam suatu 

masyarakat. 

9. Menurut David Easton 

Suprastruktur politik adalah hubungan yang digeneralisasikan dari semua 

perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada 

masyarakat. 

10. Menurut M. Bahrudin Podomi 

Suprastruktur politik ialah susunan Suprastruktur yang berbentuk 

berSuprastruktur, terorganisasi dan variabel Menurut Robert A. Dahl 

Suprastruktur politik ialah Suprastruktur yang konsisten dari interaksi 

antara masyarakat yang mengaitkan dengan fase spesifik, pengawasan, 

otoritas, yurisdiksi maupun dominasi. 

mengenai aspek-aspek internal maupun eksternal. 

11. Menurut Sukarna 

Suprastruktur politik adalah suatu prosedur untuk mengoperasikan 

bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan 

interaksi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan 

interaksi negara dengan rakyatnya. 

12. Menurut Rusadi Kantaprawira 

Suprastruktur politik ialah prosedur ataupun cara kerja selengkap fungsi 

ataupun kontribusi dalam susunan politik dengan berinteraksi satu sama 

lain dan membuktikan suatu prosedur yang tetap. 

13. Menurut Dr. Wiku Adisasmito 

Suprastruktur politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang 

bertikai antara negara dan pemerintah. 

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

Suprastruktur politik adalah susunan kelembagaan pemerintahan di tingkat 

pusat dan daerah. Pembentukannya dilakukan sengaja untuk menjalankan 

kehidupan berbangsa. Selain daripada itu, apa yang diharapkan masyarakat 

dapat diwujudkan melalui suprastruktur politik juga dapat mewujudkan apa 

yang diharapkan masyarakat. Suprastruktur politik sebagai kekuasaan formal 

negara berpusat kepada lembaga-lembaga negara atau organ-organ negara. 

Misalnya, badan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dan lembaga-lembaga negara 

lain. 
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C. Lembaga Kekuasaan Suprastruktur Politik 

Lembaga kekuasaan suprastruktur politik berarti keseluruhan yang terdiri 

dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara 

bagia-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, 

sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara 

bagian-bagian anggota akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan 

baik akan memengaruhi keseluruhnya itu. 

Peraturan susunan pemerintah dalam cakupan seperangkat prinsip dasar, 

yang menjadi dasar peraturan suatu negara seperti bentuk negara dan 

sebagainya. Suprastruktur Politik dapat diartikan suatu bentuk hubungan 

antarlembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Dengan adanya 

amandemen yang keempat dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 

2002 dan ditetapkannya dalam siding tahun MPR. Oleh karena itu pemisahan 

kekuasaan lembaga negara pada penerapan konsep Trias Politica.  

Pemisahan kekuasaan dikenal dengan istilah “Trias Politica”. Trias Politica 

berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai, konsep ini 

diungkapkan oleh Montesquieu. Trias Politica adalah ajaran yang memiliki 

anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam yaitu Legislatif, 

Eksekutif dan Yudikatif. Trias Politica merupakan kekuasaan yang sebaiknya 

tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.  

Montesquieu membagi lembaga kekuasaan suprastruktur politik tersebut 

dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

1. Eksekutif 

Kekuasaan Suprastruktur Politik Eksekutif berada di tangan presiden, di 

indonesia sekaligus menjabat sebagai  kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia sebagai kepala negara. 

Presiden dibantu wakil presiden dan menteri dalam kabinet selama 

menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Presiden untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan memegang kekuasaan Eksekutif. 

Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan kemudian dapat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. 

Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Menurut, perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, 

Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 

rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya 
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perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, 

dan kedudukan Presiden dan MPR adalah setara. Calon presiden dan wakil 

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poltik peserta 

pemilu. 

Wewenang Presiden yaitu sebagai berikut: 

a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 

b. Sebagai komandan tertinggi TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, 

Angkatan Laut 

c. Mengajukan Rencana Undangan-Undang dan mengesahkan RUU menjadi 

Undang-Undang 

d. Menetapkan Peraturan Pemerintah 

e. Mengangkat dan memberhentikan menteri 

f. Menyatakan perdamaian ataupun menyatakan perang serta perjanjian 

kepada negara lain 

g. Memberi grasi, amnesti, rehabilitasi , dan abolisi 

h. Memberikan gelar dan tanda jasa 

i. Mengadakan hubungan dengan negara lain dan lain-lain. 

2. Legislatif 

Suprastruktur politik yang selanjutnya ialah Legislatif. Sistem perwakilan di 

Indonesia saat ini menganut sistem bicameral. Itu di tandai dengan adanya dua 

lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Dengan merujuk asas trias politika, di Indonesia 

kekuasaan terbagi menjadi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dalam hal ini, 

DPR dan DPD merepresentasikan kekuasaan Legislatif. 

Kekuasaan Legislatif terletak pada, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Badan - Badan Legislatif sebagai berikut: 

a. Majelis Permusyarwaratan Rakyat (MPR)  

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara 

yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar 

(UUD), melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil 

pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Kemudian, memutuskan 

usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk 

memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya 

setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk 
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menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR dan 

memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden jika melanggar GBHN dan 

Undang- Undang Dasar (UUD). Hak MPR meliputi pengajuan usul dari 

daerah dan mengawasi Undang-Undang tertentu. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. DPR adalah 

lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakat. 

Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislative yang diikuti 

partai politik pengusung calon anggota Legislatif.  

Tugas DPR berwenang membentuk Undang-Undang dan Membahas 

Rancangan Anggaran Biaya Pengembangan Negara. Fungsi DPR yaitu 

dalam fungsi Legislatif DPR berfungsi membuat undang-undang, lalu 

dalam fungsi pengawasan DPR berfungsi mengawasi pemerintahan dan 

dalam fungsi Anggaran DPR berfungsi menetapkan ABPN. Hak DPR 

yaitu Hak interpelasi, Hak angket, Hak menyampaikan pendapat, Hak 

mengajukan pertanyaan, Hak imunitas, Hak mengajukan ruu 

c. Dewan Permusyawaratan Daerah 

Dewan Permusyawaratan Daerah yaitu lembaga negara yang terdiri dari 

perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. 

Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan 

banyakna anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. DPD 

memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. DPD 

juga berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas 

Rancangan Undang-undnag anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 

agama. 

3. Yudikatif 

Kekuasaan kehakiman pada UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Kekuasaan Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah 

Konstitusi (MK), serta satu lembaga yang berkaitan erat dengan kekuasaan 

kehakiman, yaitu Komisi Yudisial (KY). 
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a. Mahkamah Agung (MA) 

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan 

kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 

Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat 

(2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 

tingkatkasasi. Kemudian berwenang mengajukan tida anggota hakim 

konstitusi. 

b. Mahkamah Konstitusi (MK) 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 

1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutuskan 

pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu dan 

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden 

dan/atau wakil presiden menurut UUD. 

c. Komisi Yudisial (KY) 

Komisi Yudisial adalah lembaga ini berwenang untuk mengusulkan 

pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat dan perilaku hakim.  

Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim 

agung diusulkan Komisi Yudisial kepda DPR untuk mendpaat persetujua. 

Keberadaan Komisi Yudisial tidak bias dipisahkan dari kekuasaan 

kehakiman. Dan pasca amandeneb, anggota BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan) dipilih DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. 

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri 

dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara.  

Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil 

pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Setelah 

amandemen, kewenangan dan tugas presiden lebih dipertegas lagi, tidak 

sama halnya pada masa sebelum amandemen. 

Suprastruktur Politik yang diterapkan Republik Indonesia secara implisit, baik 

sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 194. Namun 
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penerapan konsep Trias Politica tersebut tidak secara absolut, bahwa 

pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan 

Republik Indonesia. 
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BAB 2 LEMBAGA YUDIKATIF 

Berdasarkan prinsip pemindahan kekuasaan, fungsi- fungsi legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan 

yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR 

yang terdiri dari dua focus yaitu DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif 

berada pada kekuasaan kehakiman yang juga diartikan mempunyai dua tujuan 

yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Lembaga Yudikatif merupakan salah satu Lembaga negara yang 

mempunyai tugas utama sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses 

berjalannya undang – undang dasar dan juga pengawasan hukum di dalam 

sebuah negara.  

Sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang- Undang Dasar 

1945 (UUD 1945), kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif hanya terdiri 

dari badan- badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. 

Lembaga Mahahkamah Agung itu sendiri bersifat mandiri yang berarti tidak 

boleh dipengaruhi oleh cabang- cabang kekuasaan lainnya terutama 

pemerintah. Prinsip ini selain diatur dalam Undang- undang kekuasaan 

kehakiman yaitu pada Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 yang juga 

tercantum dalam pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan 

kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang- cabang kekuasaan lain.  

Struktur kekuasaan kehakiman negara Indonesia bertambah saru jenis 

mahkamah lain yang berada diluar Mahkamah Agung setelah perubahan 

ketiga UUD 1945. Mahkamah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah 

mahkamah konstitusi yang sekarang sering dibentuk di luar kerangka 

Mahkamah Agung pada banyak negara.  

Dalam ketetapan MPR, Mahkamah Agung memiliki kewenangan 

untuk menguji secara materil Undang- Undang terhadap Undang- undang 

Dasar terkadap MPR. Setelah adanya satu lembaga yang mempunyai 

kewenangan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 

Agung masih mempunyai wewnang untuk melakukan pengujian terhadap 

peraturan perundang-undangan dibawah Undang- undang. Dan MPR pun 

sudah tida mempunyai wewenang untuk melakukan uji materil Undang-

undang terhadp Undan- undang Dasar karena tugas tersebut sudah menjadi 

tugas dari Mahkamah Konstitusi. 

Lalu setelah adanya susunan kekuasaan negara dengan dilakukannya 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melihatkan perubahan 
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yang sangat jelas, Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah kedudukannya 

dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga joint session antara Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . selain aturan- 

aturan yang mengatur  Badan Pemerikasaan Keuangan ditambah juga 

dimunculkan lembaga- lembaga baru lainnya terutama dalam ranah yudikatif 

yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial. 

Pada tahun 2002, kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang 

sangat fundamental dan dianggap sebagai bagian dari poros kekuasaan yang 

mempunyai fungsi menegakan keadilan terkait dengan perlindungan terhadap 

kebebasan dan kekuasaan kehakiman , Undang-undang Dasar 1945( UUD 

1945) setelah amandemen itu meuliskan dengan sangat jelas ketentuan- 

ketentuan yang terkait.  

Mahkamah Konstitusi sendiri secara resmi masuk kedalam system 

ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan 

kehakiman yang berada di bagian badan yudikatif pada 2002 ketika 

diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang 

ketiga. 

Terkait dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam 

pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang inginn dicapai diantanya 

yaitu : 

1. Sebagai bagian dari pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara 

badan- badan penyelanggara negara, kekuasaan kehakiman 

diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebabasan individu. 

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah 

penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan 

menindas. 

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai 

keabsahan suatu peraturan perundang- undangan sehinhha sistem 

hukum dapat dijalankan dan ditegakan dengan baik. 

Amandemen menetapkan perubahan keadaan tatanegara dalam 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menghasilkan penegasan dan 

menghasilkan sebuah transisi.  

Transisi demokrasi ini umumnya dikenali dengan adanya perubahan 

konstitusi yang melahirkan jaminan- jaminan kemandirian dan kekuasaan 

kehakiman. Reformasi di Indonesia sendiri menghasilkan amandemen 

Undang- undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
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(UUD NKRI Tahun 1945) yang memberikan jaminan konstitusional terhadap 

kemandirian kekuasaan kehakiman berdasarkan perubahan tersebut bahawa 

kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah 

Konstitusi (MK) dan ditambah satu Lembaga  negara yang tugasnya bukan di 

bidang kekuasaan kehakiman, tetapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, 

yakni Komisi Yudisial (KY). 

Komisi yudisial (KY) tidak dapat dikatakan sebagai lembaga pelaku 

kekuasaan kehakiman karena Komisi Yudisial tidak melakukan fungsi 

peradilan. 

Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan yang sudah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman Pasal 1 

ayat (2),(3), dan (4) yang isinya: 

1. Ayat (2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Ayat (3) Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Ayat (4) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Indonesia 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Terkait akan posisi Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan 

Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD 1945, kedudukan atau posisi 

Komisi Yudisial dapat sebut sangat penting karena jika dilihat secara 

structural kedudukan dan posisinya sederajat dengan Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. Tetapi dengan demikian, harus digaris bawahi bahwa 

meskipun secara structural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung 

dan Mahkamah Kosntitusi, akan tetapi secara fungsional peran Komisi 

Yudisial bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Dengan 

demikian mengapa Komisi Yudisal meskipun fungsinya terkait dengan 

kekuasaan kehakiman, tetapi Komisi Yudisial tidak menjalanjan fungsi 

kekuasan kehakiman. 

 

A.  Mahkamah Agung (MA)   

Mahkamah Agung (MA) adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Undang-
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undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, 

mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam 

lingkup peradilan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan Undang- undang 

dasar 1945 pada pasal 25A ayat (1) mahkamah agung memiliki wewenang 

untuk mengadili, menguji peraturan perundang- undangan dibawah undang-

undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberi undang 

undang. Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan dalam hal 

pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden serta mengajukan tiga  orang 

hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Pasal 14 Ayat (1)). 

Selain keukasaan yang yang diberikan, Mahkamah Agung juga mempunyai 

tugas dan wewenang untuk: 

1. Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan 

peradilan dibawahnya.  

2. Mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap. 

3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan 

di semua lingkungan pengadilan di bawahnya. 

4. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa 

yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal 

perang republik Indonesia.  

5. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain. 

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MA. 

Kekuasaan kehakiman sendiri diartikan sebagai kewenangan menetapkan nilai 

hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum dan 

menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Badan peradilan 

seperti disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berada di bawah 

mahkamah agung adalah:  

a. Peradilan Umum: Berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara pidana dan perdata. Peradilan Umum adalah 

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi warga negara atau bukan 

yang mencari keadilan di Indonesia. 
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b. Peradilan Agama: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, 

dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam. 

Perkara perdata yang dihadapi yaitu nikah, talak, dan rujuk.  

c. Peradilan Militer: Berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara tindak pidana militer. Dikhususkan bagi anggota 

militer yang melakukan pelanggaran di bidang pidana.  

d. Peradilan Tata Usaha Negara: Berwenang memeriksa, 

mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha 

negara. Peradilan ini melindungi dari tindakan sewenang-wenang 

pejabat atau aparat pemerintah. 

 

B. Mahkamah Konstitusi (MK) 

Mahkamah Konstitusi (MK) Adalah lembaga yudikatif yang memiliki 

wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana 

keputusannya bersifat final untuk menguji UU. 

Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam pasal 24C UUD 1945 

perubahan ketiga tanggal 10 November 2001 dan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan 

salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik 

Indonesia. 

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang anggota hakim 

konstituen dengan ketentuan pengajuannya sebagai berikut. Tiga orang 

diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga 

orang diajukan oleh presiden. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi tersebut 

ditetapkan oleh presiden. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim 

konstitusi. 

Selain perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, 

UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengenalkan lembaga baru yang 

berkaitan dengan dengan penyelenggara kekuasaaan kehakiman, yaitu Komisi 

Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim. 

https://doc.lalacomputer.com/makalah-mahkamah-konstitusi-mk/
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Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang termasuk 

salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi peradilan 

dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 yang 

menyangkut 5 hal inti seperti:  

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang.  

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan UUD 1945.  

3. Memutus pembubaran partai politik.  

4. Memutus perselisihan pemilu umum.  

5. Memberika putusan atas pandapat Dewan Perwakilan Rakyat 

mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden 

Mahkamah Konstitusi sendiri dibentuk memiliki latar belakang yang 

beragam dari setiap negaranya, namun secara umum berawal dari suatu proses 

perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan 

keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih menyelesaikan konflik antar lembaga 

negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak 

bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara. 

 

C. Komisi Yudisial (KY) 

Komisi Yudisial (KY)  merupakan lembaga yang belum lama dibentuk 

di negara Indonesia yang diatur dalam pasal 24B UUD 1945 amendemen 

ketiga tanggal 10 November 2001. Dalam pasal tersebut antara lain diatur 

tentang prosedur keanggotaan dari komisi, wewenang, susunan, kedudukan, 

dan keanggotaan. Prosedur keanggotaan Komisi Yudisial ini adalah diangkat 

dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, sifat dari lembaga 

ini adalah mandiri. 

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan 

wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga juga 

menegakan keluhuran kehormatan martabat dan perilaku hakim. 

Komisi Yudusial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim. Komisi Yudisial beranggotakan orang-orang yang harus mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela. Anggota-anggota Komisi Yudisial tersebut 

https://doc.lalacomputer.com/makalah-komisi-yudisial/
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diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujun Dewan 

Perwakilan Rakyat (Pasal 24B Ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945) 

Dalam menjalankan tugasnya,Komisi Yudisial melakukan pengawasan 

terhadap:  

1. Hakim agung di Mahkamah Agung.  

2. Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer, dan badan peradilaan lainnya.  

3. Hakim Mahkamah Konstitusi
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BAB 3 KOMPONEN SUPRASTRUKTUR POLITIK 

Suprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

penyelenggaraan kehidupan negara. Suprastruktur politik merupakan 

fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Berkaitan dengan 

kehidupan lembaga - lembaga negara yang ada hubungannya dengan 

ketatanegaraan.Di Indonesia, lembaga-lembaga tinggi negara memiliki dasar 

hukum pembentukannya yaitu UUD 1945, dalam artian hal tersebut memiliki 

legitimasi yang diatur oleh konstitusi negara. Lembaga tertinggi negara 

tersebut dikategorikan ke dalam komponen-komponen, yaitu komponen 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Setiap komponen memiliki masing-masing fungsi. Komponen legislatif 

berfungsi membuat undang-undang, komponen eksekutif berfungsi 

menjalankan undang-undang, dan komponen yudikatif berfungsi mengawasi 

kinerja keduanya. Komponen utamanya sekali lagi, disebut Trias Politica. 

Prinsip utama Trias Politica adalah keseimbangan kekuasaan. Tiga komponen 

tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Apabila yang satu korup, maka 

dapat dideteksi yang lain. Rakyat adalah subjek yang dilayani oleh ketiga 

lembaga tersebut. Prinsipnya seperti itu. Jadi, bukan lembaga negara yang 

berada di atas, tetapi rakyatlah yang berada di atas. 

Perlu digarisbawahi bahwa lembaga negara memegang kekuasaan yang 

tinggi. Otomatis, harus dikontrol kinerjanya secara ketat. 

Komponen legislatif terdiri dari MPR, DPR dan DPD, komponen 

eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan komponen 

yudikatif terdiri dari BPK, MA, MK dan KY. Lembaga-lembaga negara yang 

termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia tersebut yang akan 

mengatur kehidupan politik rakyat serta sebagai pembuat keputusan dan 

kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum.  

Di dalam suprastruktur politik ini terdapat unsur dan komponen yang 

menyusunnya. Secara umum, unsur yang ada di dalam suprastruktur politik 

meliputi pemerintah, lembaga negara, lembaga negara di pusat daerah dan 

aparatur pelaksana administrasi pemerintahan. Jika dikategorikan, terdapat 

tiga unsur suprastruktur politik yang bisa kita ketahui, yaitu: 

1. Legislatif – merupakan lembaga yang bertugas untuk menerima pendapat 

dan aspirasi masyarakat. Keberadaan lembaga ini sangat penting karena di 

Indonesia yang terdiri dari begitu banyak suku, bangsa, budaya dan agama, 
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pasti terdapat begitu banyak aspirasi dan kepentingan yang berbeda. Di saat 

yang sama Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi sehingga segala 

aspirasi dan kepentingan tersebut harus ditampung oleh pemerintah. Dengan 

demikian, lembaga legislatif memegang peranan yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

 

A. Komponen Di Dalam Unsur Legislatif 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur pertama yang ada di 

dalam suprastruktur politik adalah unsur legislatif. Di dalam unsur legislatif 

ini terdapat lembaga-lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang-

undangan. Komponen-komponen yang ada di dalamnya, antara lain: 

 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

 Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang juga sering disingkat 

menjadi MPR, adalah lembaga yang terdiri dari gabungan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota-

anggota ini dipilih langsung oleh rakyat, yang merupakan cara baru pemilihan 

sejak masa reformasi. Anggota DPR dan DPD yang diajukan oleh partai ini 

dipilih oleh rakyat alih-alih dipilih oleh partai.  

Sebelumnya, MPR merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di 

negara dan secara struktur kedudukannya lebih tinggi daripada presiden dan 

wakil presiden. MPR yang dikuasai oleh partai tertentu ini bisa mengadakan 

sidang istimewa dan menghentikan presiden dari jabatannya. Akan tetapi, 

terjadi perubahan yang dilakukan di era reformasi yang bertujuan untuk 

menjaga kekuasaan antara lembaga negara. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang 

beranggotakan anggota partai yang telah memenuhi syarat tertentu dan terpilih 

secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.   

 Pemilihan umum ini dilakukan agar rakyat bisa mengenali orang-

orang yang akan tergabung dalam DPR karena merekalah yang nantinya akan 

menjadi wakil mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

 Dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, DPR perlu 

melakukannya dari sudut pandang rakyat dan untuk kepentingan rakyat karena 

mereka bertindak sebagai wakil rakyat di pemerintahan. DPR juga bisa 

mengajukan usulan kepada pemerintah, melalui presiden sebagai kepala 
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negara dan kepala pemerintahan. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, DPR 

juga memiliki beberapa hak. Hak-hak DPR antara lain adalah hak budget, hak 

interpelasi, dan hak-hak lainnya. 

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

 Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih langsung oleh rakyat 

melalui Pemilu bersamaan dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR. 

Dalam pemilihannya, setiap provinsi mengirim empat orang sebagai wakil. 

Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, sehingga akan terdapat 136 orang 

anggota DPD di wilayah pusat. Anggota DPD ini akan menjabat selama 5 

tahun, sama dengan masa jabatan anggota DPR dan MPR. 

Eksekutif – merupakan lembaga yang memiliki kedudukan di atas 

legislatif. Lembaga eksekutif memiliki kewenangan dalam memutuskan 

kebijakan atau undang-undang dengan susunan mulai dari kementrian hingga 

presiden. Tidak berhenti di situ saja, kewenangan lembaga eksekutif juga 

mencakup pembuatan peraturan untuk hampir seluruh jajaran birokrasi dengan 

sistem terpusat. 

 

B. Komponen Di Dalam Unsur Eksekutif 

 Unsur kedua yang ada dalam suprastruktur politik adalah eksekutif. 

Unsur eksekutif ini merupakan pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Di Indonesia, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah 

presiden dan wakil presiden. Maka, dua inilah yang merupakan komponen 

dalam unsur eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil 

presiden dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab langsung kepada 

presiden dan wakil presiden.        

 Sejak tahun 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 

Pemilu Presiden. Dalam pemilu ini, calon presiden akan maju dengan calon 

wakil presiden yang telah dipilihnya, dan keduanya dipilih oleh rakyat secara 

berpasangan. Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan diri sebagai 

presiden dan wakil presiden telah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden nantinya akan memiliki masa jabatan 

selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan 

berikutnya. 

Yudikatif – lembaga ini merupakan lembaga yang kedudukannya lebih 

tinggi di atas legislatif dan yudikatif. Jika tidak demikian, setidaknya lembaga 

yudikatif ini memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dua 
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lembaga yang disebutkan sebelumnya. Lembaga yudikatif terikat dengan 

hukum yang sah dalam konstitusi. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi 

seluruh jajaran birokrasi apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, serta mengadilinya sesuai hukum jika terjadi hal-hal yang 

menyimpang. 

Dari unsur suprastruktur politik di atas, terdapat komponen-komponen 

lain yang tercakup di dalamnya. Komponen-komponen ini memiliki tugas dan 

wewenang yang telah diatur oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku 

di Indonesia.  

 

C. Komponen Di Dalam Unsur Yudikatif 

Selanjutnya, unsur suprastruktur politik yang terakhir adalah unsur 

yudikatif. Unsur yudikatif ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 

1945 hasil amandemen. Di dalamnya terdapat komponen suprastruktur politik 

yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, antara lain: 

1. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung telah sejak lama ada di Indonesia sejak baru merdeka. 

Lembaga ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengadilan bagi 

pelanggaran undang-undang hukum pidana dan perdata. Mahkamah Agung 

memiliki tugas yang bersifat merdeka, yang berarti bebas dari pengaruh 

siapapun, lembaga manapun atau kelompok apapun. 

2. Mahkamah Konstitusi 

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bisa bekerja sama 

dengan Mahkamah Agung. Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara 

keduanya dan kewenangan kedua lembaga ini tidak saling tumpang tindih. 

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, antara lain: 

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang berarti lembaga ini 

menguji apakan undang-undang yang dibuat telah sesuai dengan 

konstitusi. 

b. Memutuskan sengketa yang terjadi antar lembaga negara. 

c. Memutuskan pembubaran partai politik yang tidak memenuhi persyaratan. 

d. Memutuskan perselisihan yang terjadi dari hasil Pemilu. 

e. Memutuskan pendapat atau usulan DPR tentang dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden terhadap UUD 1945. 
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Kewenangan-kewenangan di atas bisa menjadi pembeda yang paling jelas 

antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa 

kedua lembaga tidak memiliki tugas yang bertabrakan atau tumpang tindih. 

3. Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga yang baru berdiri setelah ada 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena Komisi Yudisial termasuk 

komponen suprastruktur politik, maka tujuan, tugas dan segala hal terkait 

lembaga ini juga diatur dalam dasar hukum komisi yudisial. Adapun tugas 

Komisi Yudisial antara lain adalah untuk mengawasi para hakim, juga 

mengajukan calon hakim kepada presiden dan mengangkat hakim baru. 

4. Badan Pemeriksa Keuangan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan komponen dari unsur 

yudikatif yang sudah ada sejak sebelum masa reformasi. BPK memiliki tugas 

untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara dan menerima 

pertanggungjawaban keuangan negara tersebut oleh lembaga negara dan 

pejabat negara. Anggota yang tergabung dalam BPK dipilih langsung oleh 

DPR dan diangkat oleh Presiden. 

Di Indonesia, komponen suprastruktur politik pada awalnya meliputi tiga 

lembaga tersebut di atas. Namun, seiring dengan amandemen Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) yang dilakukan pada tahun 2004, lembaga negara 

tersebut mengalami banyak perubahan. Ada beberapa lembaga negara lain di 

luar ketiga lembaga tersebut di atas yang termasuk dalam komponen 

suprastruktur politik, karena keikut-sertaanya dalam melaksanakan kebijakan 

pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lembaga negara 

tersebut adalah lembaga konstitutif dan lembaga eksaminatif.  

5. Lembaga negara konstitutif, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR). Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga 

tertinggi negara, di mana lembaga eksekutif dan yudikatif berada di bawah 

kekuasaannya. Sejak dilakukannya amandemen UUD 1945, kedudukan 

MPR menjadi sederajat dengan lembaga-lembaga negara yang lain 

(lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif). 

6. Lembaga eksaminatif, adalah lembaga independen yang mempunyai 

kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya, yang mempunyai tugas 

tertentu. 

Misalnya : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai tugas 

dan kewenangan adalah berhak mengatur tata cara pelaporan keuangan dan 
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memeriksa laporan keuangan semua lembaga negara dan para pejabat yang 

berada di bawah lembaga negara tersebut.
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BAB 4 HAK DAN WEWENGAN SUPRASTRUKTUR POLITIK 

Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara 

yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor 

infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling 

mempengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi dan lain 

sebagainya. 

Dalam menjalankan sebuah system politik sebuah negara, suprastrukur 

politik saling bekerja sama demi terciptanya ekosistem politik yang dinamis 

bagi sebuah negara. Dalam hal ini, Indonesia yang menganut sistem Trias 

Politica secara garis besar membagi suprastruktur politik tersebut kedalam tiga 

bagian, yakni, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.  

Seperti yang dijelaska pada bab sebelumnya, bagian eksekutif sebuah 

negara meliputi presiden dan wakil presiden. Sedangkan di bagian legislative 

meliputi Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lalu untuk bagian yudikatif 

meliputi Badan Pengurus Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 

Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).  

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga eksekutif, legislative, maupun 

yudikatif dibekali hak dan wewenangnya masing-masing. Secara garis besar, 

eksekutif berperan dalam melaksanakan undang-undang, legislatif membuat 

undang-undang, dan yudikatif bertugas dalam mempertahankan pelaksanaan 

undang-undang. Hak dan wewenang lembaga suprastruktur politik di 

Indonesia secara khusus juga telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, 

masing-masing saling melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai hak dan 

wewenang yang telah diberikan.  

Lalu apa saja yang menjadi hak dan wewenang bagi tiap bagian dalam 

suprastruktur politik? Berikut adalah hak dan wewenang tiap bagian 

suprastruktur politik di Indonesia :  

A. Eksekutif 

Sistem lembaga eksekutif dibagi menjadi dua bagian yakni, 

parlementer dan presidensial. Dalam sistem parlementer, kepala negara 

dengan kepala pemerintahan dibuat secara terpisah dimana kepala negara 

biasa dipegang oleh presiden sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh 

Menteri. Namun tugas dari kepala negara kebanyakan hanya berupa symbol 

bagi sebuah negara saja. Berbeda dengan sistem presidensial seperti yang 
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dianut oleh Indonesia saat ini, kedua tugas kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan sama-sama dipegang oleh presiden dengan wakil presiden dan 

Menteri-menteri sebagai pembantunya.  

Berdasarkan UUD 11945 pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih 

secara langsung oleh rakyat. Sedangkan hak dan wewenang yng didapat oleh 

presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif adalah sebagai berikut:  

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 

2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut dan Angkatan Udara. 

3. Mengajukan   rancangan   undang-undang   kepada   DPR.   Presiden   

melakukan pembahasan   dan   pemberian   persetujuan   atas   RUU   

bersama   DPR   sertamengesahkan RUU menjadi UU. 

4. Menetapkan peraturan pemerintah. 

5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 

6. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 

7. Mengangkat   duta   dan  konsul   serta   menerima   penempatan duta 

negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR. 

 

B. Legislatif  

Semenjak amanedemen UUD 1945, lembaga legislatif yang semula 

hanya DPR saja bertambah dengan lembaga DPD. Kedudukan dari DPD 

hampir sama dengan dengan DPR yang juga langsung dipilih oleh rakyat. 

Lembaga DPD ini dibuat untuk menggantikan Utusan Daerah dan Utusan 

Golongan yang sebelumnya dipilih oleh DPR dan MPR.  

Dengan bertambahnya DPD, sistem parlemen Indonesia menjadi dua 

kamar atau biasa disebut dengan bicameral, walaupun dalam penerapannya 

tidak dilakukan sepenuhnya dengan adanya MPR yang menjadi pihak ketiga. 

Kedudukan DPD di Indonesia lebih banyak memberikan masukan usul, 

pertimbangan ataupun saran. Sedangkan dalam keputusan akhir tetap 

dipegang oleh DPR, bukan DPD.  

1. Hak dan wewenang DPR  

Dalam melasanakan tugasnya, DPR diberi hak yang telah diatur dalam 

UUD 1945 pasal 20A ayat 2. , antara lain sebagai berikut :  

a. Hak Interpelasi  

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada 

pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis 
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serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

b. Hak Angket  

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap 

pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Hak Menyatakan Pendapat  

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk 

menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai 

kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional 

disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak 

lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket, terhadap dugaan 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Preiden melakukan pelanggaran 

hukum berupa penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

Selain tiga hak di atas, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) juga memiliki beberapa hak lain yang juga tertuang dalam undang-

undang:  

a. Hak menyampaikan usul dan pendapat  

b. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang 

c. Hak mengajukan pertanyaan  

d. Hak memilih dan dipilih  

e. Hak membela diri  

f. Hak imunitas 

g. Hak protokoler  

h. Hak keuangan dan administrative  

2. Hak dan wewenang DPD  

Hak dan wewenang dari DPD diatur dalam Pasal 233 UU no. 27 tahun 

2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berikut 

adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPD :  

a. Hak bertanya, yang sebagaimana dimaksud dilakukakan dalam 

sidang ataupun rapat sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki 

oleh anggota DPD.  
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b. Hak menyampaikan usul dan pendapat, anggota DPD berhak 

menyampaikan usul dan pendapatnya baik mengenai hal yang 

sedang dibicarakan oleh DPR maupun yang sedang tidak 

dibicarakan oleh DPR. Tata cara menyampaikan usul dan pendapat 

tersebut telah diatur dalam tata tertib DPD RI.  

c. Hak memilih dan dipilih, sesuai dengan peraturan DPD tentang tata 

tertib, anggota DPD mempunyai hak yang sama dalam memilih 

atau dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat 

kelengkapan DPD.  

d. Hak membela diri, anggota DPD diberi kesempatan untuk 

membela diri ataupun memberikan keterangan kepada Badan 

Kehormatan jika dituduh melakukan pelanggaran sumpah maupun 

janji, kode etik, ataupun dituduh tidak melaksanakan kewajibannya 

sebagai anggota DPD.  

e. Hak imunitas, artinya Anggota DPD RI tidak dapat dituntut di 

depan pengadilan dan diganti antarwaktu atas pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya yang 

berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPD RI. 

f. Hak protokoler, adalah hak anggota DPD untuk memperoleh 

penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara 

kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan 

tugasnya.  

g. Keuangan administratif, sesuai yang telah diatur dalam tata tertib 

DPD RI, pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak keuangan 

dan administratif.  

Menurut UUD 1945 pasal 22 dan Undang-undang No.27 tahun 2009 

yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tugas dan wewenang 

Dewan Perwakilan Daerah disebutkan sebagai berikut:  

a. Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerkaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat 

dan daerah.  

b. Ikut membahas RUU bersama dengan DPR dan Presiden yang 

terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
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pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya 

dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 

c. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU 

yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama. 

d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat 

dan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.  

e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.  

f. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan 

anggota BPK.  

g. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional, pengajuan 

usul kepada DPR, dan ikut dalam pembahasan dengan DPR dan 

Presiden mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

3. Hak dan wewenang MPR  

Dalam Undang-undang Nomor 27 Pasal 56 sampai 59 Tahun 2009 

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Keputusan MPR RI Nomor 

1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI Pasal 11 dan 13 

menyatakan hak anggota MPR adalah sebagai berikut:  

a. Setiap Anggota berhak mengikuti semua kegiatan MPR.  

b. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

c. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan  

d. Setiap Anggota MPR memiliki hak untuk memilih dan dipilih 

e. Setiap Anggota MPR memiliki Hak Protokoler dalam setiap acara 

kenegaraan dan acara resmi yang meliputi Tata tempat, Tata 

Upacara, dan Tata Penghormatansesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan.  

f. Hak Keuangan dan Administratif yang diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11).  

g. Hak Imunitas 
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Sesuai dengan tata tertib MPR Bab II Pasal 5 disebutkan bahwa 

MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 

b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah MK 

memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden.  

d. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh 

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya.  

e. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya 

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 

(dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 

pasangan calon tersebut meraih suara terbanyak pertama dan 

kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir 

masa jabatannya. 

f. mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib MPR dan 

Kode Etik MPR. 

g. memilih dan menetapkan Pimpinan MPR. 

h. membentuk alat kelengkapan MPR. 

 

C. Yudikatif  

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan peradilan untuk menjaga 

undangundang, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya supaya 

benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi 

terhadap setiap pelanggaran hukum/undang-undang serta memberikan 

keputusan dengan adil terhadap sengeketa-sengketa sipil yang diajukan ke 

pengadilan untuk diputuskan. 
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Dalam pelaksanaannya di Indonesia, komponen negara yang masuk 

kedalam lembaga yudikatif yakni, Mahkamah Agung (MA), Mahkaham 

Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).  

1. Hak dan wewenang MA 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tugas dan 

wewenang MA adalah sebagai berikut :  

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang 

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua 

lingkungan peradilan yangberada di bawah MA. 

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang; dan pernyataan tidak tidak berlakunya peraturan 

perundang-undangan sebagai hasil pengujian dimaksud dapat 

diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun 

berdasarkan permohonan langsung kepada MA.  

c. MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan 

pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di 

bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.  

Selain kewenangan di atas, MA juga memiliki kewenangan 

dalam melakukan peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor). 

Peradilan Tipikor didasari oleh pembentukan dan pengesahan 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi. 

2. Hak dan wewenang MK  

Mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada 

Pasal 24C UUD 1945, selanjutnya di pertegas dengan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai 

berikut: 

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.  

3) Memutus pembubaran partai politik. 

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
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b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

diduga telah melakukan pelanggaran hukum 

berupapengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang 

memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga 

masyarakat untuk memberikan keterangan.  

3. Hak dan wewenang KY  

Lahirnya Komisi Yudisial terjadi pada amandemen ketiga 

UUD 1945 dengan alasan untuk menjadi lembaga pengawas 

eksternal yang menjalankan fungsi checks and balances 

terhadap lembaga kehakiman di Indonesia. Kesepakatan untuk 

membentuk Komisi Yudisial tertuang dalam Pasal 24B ayat 1 

UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat 

mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim. 

Kemudian disusun Undang-undang nomor 22 tahun 2004 

tentang ketentuan Komisi Yudisial. Pada tahun 2011 terjadi 

lagi perubahan dengan munculnya Undang-undang no.18 

tentang ketentuan dan kedudukan Komisi Yudisial. Pada pasal 

3 UU no.18 tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Yudisial 

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan 

Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah 

sesuai dengan kebutuhan. 

Di dalam UUD 1945 pasal 24B ayat 1 disebutkan bahwa 

Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. Beberapa langkah yang dijalankan oleh 

Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi tersebut adalah: 
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a. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. 

b. Menerima laporan pelanggaran kode etik perilaku hakim 

untuk kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan 

investigasi atas laporan tersebut secara tertutup.  

c. Meminta keterangan dari saksi dan hakim atas 

pelanggaran perilaku hakim.  

d. Memutuskan benar atau tidaknya laporan pelanggaran 

kode etik perilaku hakim untuk kemudian mengambil 

langkah hukum atas setiap pelanggaran. Baik itu untuk 

orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan 

keluhuran martabat hakim, ataupun kepada hakim itu 

sendiri yang melakukan pelanggaran kode etik 

kehakiman. 

e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain 

terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau 

badan hukum yang merendahkan kehormatan dan 

keluhuran martabat Hakim 
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BAB 5 KEWAJIBAN KOMPONEN SUPRASTUKTUR POLITIK 

TERHADAP MASYARAKAT 

Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang 

berhubungan dengan lembaga-lembaga negara yang secara resmi diakui oleh 

negara. Tidak hanya itu, suprastruktur politik juga merujuk pada hubungan 

kekuasaan antara lembaga-lembaga negara tersebut. Suprastruktur politik ini 

diatur oleh undang-undang sehingga tugas dan kewajibannya telah jelas dan 

resmi diakui oleh pemerintah. Secara singkatnya, suprastruktur politik adalah 

lembaga politik yang menaungi kinerja trias politica oleh Mosterquieu,yaitu 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Di dalam suprastruktur politik ini terdapat unsur dan komponen yang 

menyusunnya. Secara umum, unsur yang ada di dalam suprastruktur politik 

meliputi pemerintah, lembaga negara, lembaga negara di pusat daerah dan 

aparatur pelaksana administrasi pemerintahan. Jika dikategorikan, terdapat 

tiga unsur suprastruktur politik yang bisa kita ketahui, yaitu: 

1. Legislatif – merupakan lembaga yang bertugas untuk menerima 

pendapat dan aspirasi masyarakat. Keberadaan lembaga ini sangat 

penting karena di Indonesia yang terdiri dari begitu banyak suku, 

bangsa, budaya dan agama, pasti terdapat begitu banyak aspirasi dan 

kepentingan yang berbeda. Di saat yang sama Indonesia juga 

menerapkan sistem demokrasi sehingga segala aspirasi dan 

kepentingan tersebut harus ditampung oleh pemerintah. Dengan 

demikian, lembaga legislatif memegang peranan yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 

2. Eksekutif – merupakan lembaga yang memiliki kedudukan di atas 

legislatif. Lembaga eksekutif memiliki kewenangan dalam 

memutuskan kebijakan atau undang-undang dengan susunan mulai 

dari kementrian hingga presiden. Tidak berhenti di situ saja, 

kewenangan lembaga eksekutif juga mencakup pembuatan peraturan 

untuk hampir seluruh jajaran birokrasi dengan sistem terpusat. 

3. Yudikatif – lembaga ini merupakan lembaga yang kedudukannya lebih 

tinggi di atas legislatif dan yudikatif. Jika tidak demikian, setidaknya 

lembaga yudikatif ini memiliki kewenangan yang lebih tinggi 

dibandingkan dua lembaga yang disebutkan sebelumnya. Lembaga 

yudikatif terikat dengan hukum yang sah dalam konstitusi. Lembaga 
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ini bertugas untuk mengawasi seluruh jajaran birokrasi apakah sudah 

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengadilinya 

sesuai hukum jika terjadi hal-hal yang menyimpang. 

Dari unsur suprastruktur politik di atas, terdapat komponen-komponen lain 

yang tercakup di dalamnya. Komponen-komponen ini memiliki tugas dan 

wewenang yang telah diatur oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku 

di Indonesia. Apa sajakah komponen suprastruktur politik tersebut? Berikut 

ini penjelasannya: 

A. Komponen Di Dalam Unsur Legislatif 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur pertama yang ada di dalam 

suprastruktur politik adalah unsur legislatif. Di dalam unsur legislatif ini 

terdapat lembaga-lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang-

undangan. Komponen-komponen yang ada di dalamnya, antara lain: 

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang juga sering disingkat menjadi 

MPR, adalah lembaga yang terdiri dari gabungan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota-anggota ini 

dipilih langsung oleh rakyat, yang merupakan cara baru pemilihan sejak masa 

reformasi. Anggota DPR dan DPD yang diajukan oleh partai ini dipilih oleh 

rakyat alih-alih dipilih oleh partai. Jika mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 

Dasar 1945 hasil amandemen yang merupakan landasan hukum suprastruktur 

politik yang satu ini, tugas dan fungsi MPR adalah sebagai berikut: 

1. Mengubah dan menetapkan UUD atau konstitusi negara, 

2. Melantik presiden dan wakil presiden, 

3. Menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya 

menurut UUD, yang berarti presiden dan wakil presiden bisa 

dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika ditemukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, 

4. Sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum 

dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. 

Sebelumnya, MPR merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi 

di negara dan secara struktur kedudukannya lebih tinggi daripada presiden dan 

wakil presiden. MPR yang dikuasai oleh partai tertentu ini bisa mengadakan 

sidang istimewa dan menghentikan presiden dari jabatannya. Akan tetapi, 
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terjadi perubahan yang dilakukan di era reformasi yang bertujuan untuk 

menjaga kekuasaan antara lembaga negara. 

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang beranggotakan 

anggota partai yang telah memenuhi syarat tertentu dan terpilih secara 

langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Pemilihan umum ini 

dilakukan agar rakyat bisa mengenali orang-orang yang akan tergabung dalam 

DPR karena merekalah yang nantinya akan menjadi wakil mereka dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, tugas dan wewenang 

DPR sebagai wakil rakyat, antara lain: 

1. Membuat undang-undang bersama presiden dan jajaran pemerintahannya. 

2. Menyusun anggaran negara, yang disebut sebagai Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini diajukan oleh 

presiden yang kemudian akan ditinjau oleh DPR untuk kemudian 

disetujui atau diajukan perubahan. 

3. Mengawasi jalannya pemerintahan dan pengaplikasian kebijakan negara. 

a. Dalam melakukan tugas-tugas di atas, DPR perlu melakukannya dari 

sudut pandang rakyat dan untuk kepentingan rakyat karena mereka 

bertindak sebagai wakil rakyat di pemerintahan. DPR juga bisa 

mengajukan usulan kepada pemerintah, melalui presiden sebagai 

kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk menjalankan tugas-

tugasnya, DPR juga memiliki beberapa hak. Hak-hak DPR antara lain 

adalah hak budget, hak interpelasi, dan hak-hak lainnya. 

D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih langsung oleh rakyat 

melalui Pemilu bersamaan dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR. 

Dalam pemilihannya, setiap provinsi mengirim empat orang sebagai wakil. 

Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, sehingga akan terdapat 136 orang 

anggota DPD di wilayah pusat. Anggota DPD ini akan menjabat selama 5 

tahun, sama dengan masa jabatan anggota DPR dan MPR. Adapun fungsi dari 

DPD ini, antara lain: 

1. Mengajukan usul berkaitan dengan pembuatan Undang-Undang tertentu 

atau bidang legislasi tertentu. Tidak hanya itu, DPD juga bertugas ikut 

dalam pembahasan dan memberi pertimbangan terkait usul-usul yang ada. 
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Umumnya, usulan yang diberikan adalah pada bidang yang berkaitan 

dengan kebijakan daerah. 

2. Mengawasi dan melaksanakan Undang-Undang tertentu. 

E. Komponen Di Dalam Unsur Eksekutif 

Unsur kedua yang ada dalam suprastruktur politik adalah eksekutif. Unsur 

eksekutif ini merupakan pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Di Indonesia, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah 

presiden dan wakil presiden. Maka, dua inilah yang merupakan komponen 

dalam unsur eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil 

presiden dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab langsung kepada 

presiden dan wakil presiden. 

Sejak tahun 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 

Pemilu Presiden. Dalam pemilu ini, calon presiden akan maju dengan calon 

wakil presiden yang telah dipilihnya, dan keduanya dipilih oleh rakyat secara 

berpasangan. Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan diri sebagai 

presiden dan wakil presiden telah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden nantinya akan memiliki masa jabatan 

selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan 

berikutnya. 

F. Komponen Di Dalam Unsur Yudikatif 

Selanjutnya, unsur suprastruktur politik yang terakhir adalah unsur 

yudikatif. Unsur yudikatif ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 

1945 hasil amandemen. Di dalamnya terdapat komponen suprastruktur politik 

yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, antara lain: 

1. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung telah sejak lama ada di Indonesia sejak baru merdeka. 

Lembaga ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengadilan bagi 

pelanggaran undang-undang hukum pidana dan perdata. Mahkamah Agung 

memiliki tugas yang bersifat merdeka, yang berarti bebas dari pengaruh 

siapapun, lembaga manapun atau kelompok apapun. 

2. Mahkamah Konstitusi 

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bisa bekerja sama 

dengan Mahkamah Agung. Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara 

keduanya dan kewenangan kedua lembaga ini tidak saling tumpang tindih. 

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, antara lain: 
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a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang berarti 

lembaga ini menguji apakan undang-undang yang dibuat 

telah sesuai dengan konstitusi. 

b. Memutuskan sengketa yang terjadi antar lembaga negara. 

c. Memutuskan pembubaran partai politik yang tidak 

memenuhi persyaratan. 

d. Memutuskan perselisihan yang terjadi dari hasil Pemilu. 

e. Memutuskan pendapat atau usulan DPR tentang dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil 

presiden terhadap UUD 1945. 

Kewenangan-kewenangan di atas bisa menjadi pembeda yang paling 

jelas antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan menunjukkan 

bahwa kedua lembaga tidak memiliki tugas yang bertabrakan atau tumpang 

tindih. 

3. Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga yang baru berdiri setelah ada 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena Komisi Yudisial termasuk 

komponen suprastruktur politik, maka tujuan, tugas dan segala hal terkait 

lembaga ini juga diatur dalam dasar hukum komisi yudisial. Adapun tugas 

Komisi Yudisial antara lain adalah untuk mengawasi para hakim, juga 

mengajukan calon hakim kepada presiden dan mengangkat hakim baru. 

4. Badan Pemeriksa Keuangan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan komponen dari unsur 

yudikatif yang sudah ada sejak sebelum masa reformasi. BPK memiliki tugas 

untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara dan menerima 

pertanggungjawaban keuangan negara tersebut oleh lembaga negara dan 

pejabat negara. Anggota yang tergabung dalam BPK dipilih langsung oleh 

DPR dan diangkat oleh Presiden. 

Suprastruktur Politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang bertugas 

untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), melantik 

presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam 

sidang paripurna MPR. Kemudian, memutuskan usul DPR berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau 

wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil 

presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang 
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paripurna MPR; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat 

merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran 

dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan 

Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari 

setiap provinsi. DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan 

daerah. Presiden/Wakil Presiden Presiden merupakan pemegang kekuasaan 

pemerintahan di suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, presiden akan 

dibantu oleh satu wakilnya. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung 

adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping 

sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.  

Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara 

yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU 

terhadap UUD NRI tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, 

memutuskan pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang 

pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran 

presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Komisi Yudisial (KY) 

Komisi Yudisial adalah lembaga ini berwenang untuk mengusulkan 

pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat dan perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri 

dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. 

G. Tujuan Suprastruktur Politik 

Berdasarkan pengertiannya, tujuan akhir suprastruktur adalah masyarakat 

adil dan makmur. Namun dalam jangka pendek, suprastruktur yang dibentuk 

bertujuan : 

1. Pembagian Kekuasaan 

Pembagian kekuasaan yang dimaksud agar semua negara yang menganut 

sistem demokrasi tidak terpaku pada satu kekuasaan. Satu kekuasaan akan 

meningkatkan penyalahgunaan wewenang dan kediktatoran. 

2. Pengorganisasian Negara Lebih Mudah 

Dengan adanya suprastruktur politik pelaksanaan organisasi negara lebih 

mudah. Setiap bidang diatur oleh lembaga negara yang berbeda. Ada juga 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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3. Aspirasi Tersalurkan 

Suprastruktur politik dapat memeprhatikan saoirasi rakyat dan 

masyarakatnya lebih dekat. Kebijakan yang dibuat adalah asipirasi. Baik 

secara langsung melalui infrastruktur politik yanga da dalam negara. 

4. Tujuan Pembangunan Tercapai 

Tentu saja tujuan akhir suprastruktur politik adalah tercapainya tujuan 

pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional, yang dalam negara 

Indonesia terdapat pada pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. 

Tujuan yang sudah sangat dikenal dan mungkin dihapal melalui hakikat 

pendidikan kewarganegaraan. Tujuan tersebut, yaitu melindungi segenap 

Bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Contoh Suprastruktur Politik di Indonesia 

Suprastruktur politik di Indonesia terbagi menjadi beberapa lembaga 

negara sesuai teori Montesque, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, 

dan lembaga yudikatif. Namun, sesuai amandemen UUD 1945 yang terakhir, 

tahun 2004, lembaga negara tersebut mengalami banyak perubahan. Ada 

beberapa lembaga negara lain di luar ketiga lembaga negara yang sudah 

disebutkan, yaitu lembaga konstitutif dan lembaga eksaminatif.  Keduanya 

juga merupakan suprastruktur politik karena ikut melaksanakan kebijakan 

pemerintahan secara langsung dan tidak langsung. 

5. Lembaga Konstitutif / MPR 

Lembaga negara konstitutif yang dimaksud adalah MPR. Sebelum 

amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara, di mana 

lembaga eksekutif dan yudikatif berada di bawah kekuasaannya. Namun sejak 

adanya amandemen, MPR kini sederajat kedudukannya dengan semua 

lembaga lain atau sama kedudukannya dengan lembaga ekskutif, legislative, 

yudikatif, dan eksaminatif. 

Anggota MPR merupakan gabungan anggota DPR dan anggota DPD yang 

dipilih secara langsung melaui pemilihan umum.  Tugas dan fungsi MPR, 

terutama adalah dalam hal konstitusi. Sesuai dengan namanya lembaga 

konstitutif. Perubahan UUD 1945 tergantung pada keputusan MPR. Selain tiu, 

pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga menjadi tugas MPR termasuk 

memilih calon pengganti sementara apabila Presiden dan Wakil Presiden 

menyelesaikan masa jabatannya sebelum masa tugas berakhior. 
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6. Presiden dan Wakil Presiden 

Presiden dan wakil presiden termasuk kepada lembaga eksekutif. Yaitu 

lembaga yang menjalankan pemerintahan atau menjalankan semua rencana 

program pembangunan.  Dalam UUD 1945 amandemen, Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden pertama kali 

diadakan tahun 2004. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden sudah 

tidak lagi di bawah MPR. Kedudukan keduanya setara. 

Contoh kekuasaan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden adalah 

melaksanakan tugasnya menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan.  

Salah satu tugas dan wewenang Presiden adalah membuat RUU untuk 

diajukan kepada DPR dan mengesahkannya bersama DPR.  Dan dalam 

menjalankan tugas, Presiden dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam 

satu kelompok yang disebut kabinet kerja.  Karena para menteri membantu 

Presiden, maka para menteri ini bertanggungjawab kepada Presiden dalam 

menjalankan tugas-tugasnya di berbagai bidang pembangunan. 

7. DPR 

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan salah satu lembaga 

legislatif.  Lembaga ini sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka, di mana 

tugas dan wewenangnya juga diatur oleh UUD 1845.  Meskipun semua 

anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR, namun seperti telah dikatakan 

sebelumnya bahwa kedudukan DPR dan MPR saat ini sejajar. 

Tugas dan wewenang DPR yang uatam sebagai lembaga legislative tentu 

saja membuat Undang-Undang.  undang-undang ini bisa diusulkan oleh 

Presiden atau anggota DPR sendiri, untuk kemudian disahkan bersama 

Presiden.  Sejak zaman reformasi dimulai, anggota DPR yang berasal dari 

partai ini dipilih langsung oelh rakyat dalam pemilihan umum 5 tahun sekali.  

Oleh karena itu diharapkan, bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh DPR 

adalah aspirasi rakyat dalam pemerintahan. 

8. DPD 

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga baru yang termasuk 

lembaga legislatif.  DPD bersama DPR menjadi anggota MPR dan 

kedudukannya sejajar. Anggota DPD juga dipih secara langsung melalui 

pemilihan umum 5 tahun sekali bersamaan dengan pemilihan anggota DPR. 

Namun, anggota DPD tidak dipilih sebagai calon oleh partai, mereka adalah 

putra daerah masing-masing yang diwakilinya. 
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Dengan demikian diharapkan bahwa DPD sebagai lembaga baru, lebih 

membawa aspirasi masyarakat daerahnya dalam setiap kebijakan yang 

diambilnya. Tugas dan wewenang utama DPD hampir sama dengan DPD 

sebagai lembaga legislatif, yaitu membuat dan membahas Undang-Undang 

bersama DPR. 

9. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi di bidang hukum 

Indonesia. Secara kekuasaan termasuk pada lembaga yudikatif.  Yaitu, 

lembaga yang bertugas mengawasi jalannya Undang-Undang dan berhak 

melakukan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. 

Anggota Mahkamah Agung dipilih oleh Presiden dengan persetujuan 

DPR. Meskipun demikian, kedudukannya dengan Presiden dan DPR sama.  

Mahkamah Agung atau MA membawahi semua masalah hukum di bidang 

pidana dan perdata yang terjadi di Indonesia. 

10. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi atau MK adalah salah satu lembaga yudikatif atau 

lembaga dalam bidang kehakiman.  Lembaga suprastruktur politik ini 

merupakan lembaga tinggi kehakiman. Berbeda sedikit dengan mahkamah 

Agung atau MA, MK berfungsi dalam pengujian UUD, menyelesaikan 

sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutuskan 

hasil sistem pemilu di Indonesia. Sama dengan anggota MA, anggota MK dan 

pimpinannya dipilih dan ditentukan oleh presiden bersama DPR. 

11. Komisi Yudisial 

Sama halnya dengan MK, Komisi Yudisial atau KY dibentuk berdasarkan 

UUD 1945 hasil amandemen.  Namun di negara lain, kedua lembaga negara 

ini sudah ada. KY mempunyai tugas yang lebih spesifik, yaitu ikut dalam 

menentukan pemilihan hakim Agung yang akan duduk di MA dan MK. Selain 

itu, KY ini bertugas menjaga martabat seluruh hakim dalam pelaksanaan 

hukum di Indenesia. 

12. BPK 

Sejak sebelum reformasi, Badan pemeriksa Keuangan atau BPK sudah 

ada. Tugasnya tidak sepesifik.  Dalam UUD 1945 hasil amandemen, BPK 

menjadi sebuah lembaga indepen yang sejajar dengan lembaga lain. BPK 

merupakan lembaga eksaminatif.  Yaitu lembaga yang berperan dalam bidang 

keuangan.  Tugas dan wewenang lembaga eksaminatif BPK berhak mengatur 

tata cara pelaporan keuangan dan memeriksa laporan keuangan semua 
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lembaga negara dan para pejabat yang berada di bawah lembaga negara 

tersebut. Seharusnya BPK menjamin penggunaan uang negara sebaik-baiknya 

untuk kepentingan rakyat dan jauh dari penyalahgunaan. 

Montesquieu, membagi lembaga-lembaga kekuasaan SuprastrukturPolitik 

tersebut dalam tiga kelompok yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.Politik 

adalah lembaga Negara formal yang keberadaannya diatur olehkonstitusi atau 

UUD 1945. Suprastruktur Politik Indonesia menurut UUD 1945 

hasilamandemen terdiri dari: 

a. Lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, MPR dan Presiden. 

b. Lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan kabinet. 

c. Lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

danKomsisi Yudisial. 

d. Lembaga inspektif, yaitu BPK 

13. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945, MPR terdiri atas anggota DPR 

danDPD yang melalui pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan UU. 

Seluruhanggota MPR dipilih melalui pemilihan umum, tidakada yang 

diangkat. MPRberkedudukan sebagai lembaga Negara yang memiliki 

kedudukan sederajatdengan lembaga Negara yang lainnya. 

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) 

Tugas dan wewenang MPR sebagai berikut: 

a. mengubah dan menetapkan UUD 

b. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK 

untukmemberhentikan p-residen dan wakilnya dalam masa 

jabatanyadan wakil presiden diberi kesempatan untuk 

menyampaikanalasannya didalam siding 

c. melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR 

d. memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan 

putusanMahkamah Konstitusi untuk 

e. memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden 

diberikesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk 

menyampaikanpenjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis; 

f. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden 

mangkat,berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan 

kewajibannyadalam masa jabatannya; 
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g. memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang 

diajukanPresiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden 

dalammasa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh 

hari; 

h. memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila 

keduanyaberhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua 

paketcalon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan 

WakilPresidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua 

dalampemilihan umum sebelumnya sampai habis masajabatanya. 

14. Hak-hak Anggota MPR RI 

Hak-hak anggota MPR RI diantaranya adalah: 

a. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang DasarNegara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan 

c. memilih dan dipilih 

d. membela diri 

e. imunitas 

f. Protokoler, dan 

g. keuangan dan administratif. 

15. Kewajiban Anggota MPR RI 

Kewajiban anggota MPR RI adalah sebagai berikut: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

IndonesiaTahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional danmenjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi,kelompok, dan golongan. 

e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. 

16. Fungsi Anggota MPR RI 

Fungsi anggota MPR RI seperti berikut: 

a. Berfungsi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, 

jujur, dan adil. 

b. Berfungsi untuk mengubah atau mengganti Presiden yang tidak 

adildalam menjalankan tugasnya.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 



46 
 

17. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) 

Tugas dan wewenang DPR adalah: 

a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden 

untukmendapat persetujuan bersama 

b. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan 

persetujuanterhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-

Undang 

c. Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndangyang 

diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomidaerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran,dan 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber 

daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakandalam 

pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I 

d. Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancanganundang-

undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh 

pemerintahsebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal 

pembicaraantingkat I 

e. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danRancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan pajak,pendidikan, dan agama dalam 

awal pembicaraan tingkat I 

f. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

bersamaPresiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 

g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukanoleh 

DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenaiotonomi 

daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungandaerah, 

hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dansumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja 

Negara, pajak, pendidikan, dan agama 

h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan denganmemperhatikan 

pertimbangan DPD 

i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

ataspertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan 

olehBadan Pemeriksa Keuangan 
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j. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi,dan 

pendapat 

k. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti 

aspirasimasyarakat 

l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukandalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan 

undang-undang. 

18. Hak-Hak Anggota DPR RI 

Setiap anggota DPR memiliki hak-hak seperti berikut ini: 

a. Mengajukan rancangan undang-undang 

b. Mengajukan pertanyaan 

c. Menyampaikan usul dan pendapat 

d. Memilih dan dipilih 

e. Membela diri 

f. Imunitas 

g. Protokoler 

h. Keuangan dan administrative 

 

19. Kewajiban Anggota DPR RI 

Kewajiban anggota DPR adalah: 

a. Mengamalkan Pancasila 

b. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesiatahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-

undangan 

c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam 

penyelenggaraanpemerintah 

d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dankeutuhan 

negara kesatuan Republik Indonesia 

e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat 

f. Menyerap,menghimpun,menampung,dan menindaklanjuti 

aspirasimasyarakat 

g. Mendahulukan kepentingan negara di atas 

kepentinganpribadi,kelompok dan golongan 

h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 

kepadapemilih dan daerah pemilihannya 

i. Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR 
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j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembagayang 

terkait. 

20. Fungsi Anggota DPR RI 

a. Legislasi 

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku 

pemegangkekuasaan membentuk undang-undang. 

b. Anggaran 

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan 

memberikanpersetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 

rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 

c. Pengawasan 

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas 

pelaksanaanundang-undang dan APBN. 

21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Tugas Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) 

a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang 

yangberkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah,pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaansumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta 

yangberkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-

undangyang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam 

penjelasandiatas 

c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-

undangyang diajukan oleh Presiden atau DPR. 

d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 

berkaitandengan pajak, pendidikan, dan agama. 

e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undangmengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungandaerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam,dan sumber daya ekonomi lainnya,pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 

f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-

undangmengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungandaerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 
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sumber daya alamdan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

undang undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR 

sebagai bahanpertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

22. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) 

a. Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi 

daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerkaran 

sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber dayaekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

b. Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan 

pusatdan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya danpertimbangan keuangan pusat dan daerah. 

c. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN dan RUU yang 

terkaitdengan pajak, pendidikan dan agama 

d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi 

daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber dayaekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan 

daerah sertamenyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 

e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. 

f. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota 

BPK. 

23. Hak-Hak Anggota DPD RI 

a. Menyampaikan usul dan pendapat 

b. Memilih dan dipilih 

c. Membela diri 

d. Imunitas 

e. Protokoler, dan 

f. Keuangan dan Administratif 

24. Kewajiban Anggota DPD RI 

a. Mengamalkan Pancasila 

b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

IndonesiaTahun 1945 dam menaati segala peraturan perundang-

undangan 
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c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam 

penyelenggaraanpemerintahan 

d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 

keutuhanNegara Kesa 

e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat 

f. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti 

aspirasimasyarakat dan daerah 

g. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi,kelompok dan golongan 

h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 

kepadapemilih dan daerah pemilihannya 

i. Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD, dan 

j. Menjaga etika dan norma adat daerah yang 

diwakilinyaPresidenCalon Presiden dan wakilnya harus seorang 

WNI sejak kelahirannyadan tidak pernah menerima 

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,tidak pernah 

menghianati Negara serta mampu secara rohani dan jasmani 

untukmelaksanakan tugas dan kewajiban Negara sebagai Presiden 

dan wakilnya. 

25. Tugas dan wewenang Presiden 

a. menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU. 

b. memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian 

dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU itu. 

c. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 

d. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 

Darat,AngkatanLaut, dan AngkatanUdara  

e. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan 

PerwakilanRakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan 

pemberianpersetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan 

RUUmenjadi UU. 

f. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(dalam kegentingan yang memaksa) 

g. Menetapkan Peraturan Pemerintah 

h. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 

i. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengannegara lain dengan persetujuan DPR 
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j. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 

k. Menyatakan keadaan bahaya 

l. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, 

Presidenmemperhatikan pertimbangan DPR 

m. Menerima penempatan duta negara lain dengan 

memperhatikanpertimbangan DPR. 

n. Memberi grasi, rehabilitasi denganmemperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung 

o. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbanganDPR 

p. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang 

diaturdengan UU 

q. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuanganyang dipilih 

olehDPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

PerwakilanDaerah( DPD ) 

r. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh 

KomisiYudisialdan disetujui DPR 

s. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan 

Presiden,DPR, dan Mahkamah Agung 

t. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial 

denganpersetujuan DPR. 

26. Tanggungjawab Presiden 

a. Didorong untuk memperkuat konstitusi yang menjadi kontrak 

sosialseluruh lapisan masyarakat Indonesia. Presiden dan kabinet 

bekerjakeras untuk memberi kepastian kepada masyarakat, 

bahwapemerintahannya tunduk dibawah konstitusi UUD 1945 

(hasilamandemen). 

b. Membangun sebuah suksesi dengan terus menjaga 

kontinuitaskekuasaan partai berkuasa, dengan memperhatikan 

konstitusimaupun landasan ideology pancasila, kedaulatan rakyat 

danpemanusiawiannya di nomor satukan. 

27. Fungsi presiden sebagai kepala Negara 

a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

AngkatanUdara, dan Angkatan Laut. 

b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengannegara lain dengan persetujuan DPR. 



52 
 

c. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat 

luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan 

bebankeuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan 

ataupembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. 

d. Menyatakan kondisi bahaya, Ketentuan dan akibat kondisi 

bahayaditetapkan dengan UU. 

e. Mengangkat Duta dan Konsul, Dalam mengangkat 

Duta,memperhatikan pertimbangan DPR. 

f. Menerima penempatan duta negara lain dengan 

memperhatikanpertimbangan DPR. 

g. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 

pertimbanganMahkamah Agung (MA). 

h. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan 

pertimbanganDPR. 

i. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang 

diaturdengan Hukum. 

j. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas member 

nasehatdan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur 

denganUndang-Undang. 

k. Membahas Rancangan Undang-Undang untuk 

mendapatkanpersetujuan bersama DPR. 

l. Mengkonfirmasi Rancangan Undang-Undang yang telah 

disetujuibersama DPR untuk menjadi UU. 

m. Dalam hal lkhwal kegentingan memaksa, Presiden 

berhakmenetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU. 

n. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR 

denganmemperhatikan pertimbangan DPD. 

o. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah 

dipiliholeh DPR atas dasar pertimbangan DPD. 

p. Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

dantelah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung. 

q. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial 

denganpersetujuan DPR. 

r. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. 

 

 



53 
 

28. Kewenangan dan Kekuasaan Presiden 

a. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi. 

b. Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain 

denganpertimbangan DPR.  

c. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR. 

d. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA 

/Mahkamah Agung. 

e. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan 

pertimbangandari DPR. 

f. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / 

Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut. 

g. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan 

olehUndang-Undang 

h. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara 

laindan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.  

i. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak,mempengaruhi beban keuangan negara dan atau 

mengharuskanadanya perubahan / pembentukan Undang-Undang 

harus denganpersetujuan DPR.  

j. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya 

yangdiatur oleh UU.  

k. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / 

KomisiYudisial dengan persetujuan DPR. 

Kewajiban dan Hak Presiden 

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 ) 

2. Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 ) 

3. Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 ) 

4. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU danperaturannya 

dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusadan Bangsa ( Pasal 

9 ayat 1 ) 

5. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL & AU ( Pasal 10 ) 

6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

denganNegara lain dengan persetujuan DPR ( Pasal 11 ayat 1 ) 

7. Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan DPR 

(pasal 11 ayat 2 ) 

8. Menyatakan keadaan bahaya ( Pasal 12 ) 
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9. Mengangkat duta dan konsul ( Pasal 13 ayat 1 ). Dalam 

mengangkatduta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 

13 ayat 2 ) 

10. Menerima penempatan duta Negara lain dengan 

memperhatikanpertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 3 ) 

11. Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan 

pertimbanganMA ( Pasal 14 ayat 1 ) 

12. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbanganDPR ( Pasal 14 ayat 2 ) 

13. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yangdiatur 

dalam UU ( pasal 15 ) 

14. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 

memberikannasihat dan pertimbangan kepada presiden ( Pasal 16) 

15. Pengangkatan & pemberhentian menteri-menteri ( pasal 17 ayat 2 ) 

29. Mahkamah Agung 

Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen menentukan 

kekuasaankehakiman dilakukann oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yangberada dibawah peradilan agama, lingkungan peradilann 

militer, lingkunganperadilan tata usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah 

konstitusi. Tugas dankewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai 

berikut:(1) Presiden member grasi da rehabilitasi dengan 

memperhatikanpertimbangan Mahkamah Agung(2) Mahkamah Agung 

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundang-

undangan dibawah UU terhadap UU dan mempunyaiwewenang lainnya yang 

diberikan UU. 

30. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UU, 

memutussengketa kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus 

pembubaran partaiPolitik, dan memutus perselisihan tentang 

pemilu.Mahkamah konstitusi terdiri dari Sembilan orang 

anggotahakimkonstitusi yang dutetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-

masing tigaorang Mahkamah Agung. 

31. Komisi Yudisial 

Hasil amandemen UUD 1945 oleh MPR RI melahirkan lembaga 

baru,yakni Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan 
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diberhentikan olehPresiden dengan persetujuan DPR. Menurut pasal 24B 

UUD1945, Komisi Yudisialadalah lembaga yang bersifat mandiri dengan 

kewenangan; 

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung 

b. Wewenang lainnya dalam ranngka menjaga dan 

menegakkankehormatan, keluhuran, martabat serta prilaku hakim. 

c. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga inspektif yang bersifat 

bebas dan mandiri, bertugasmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan Negara 
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BAB 6 FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA SUPRASTRUKTUR 

POLITIK 

Suprastruktur politik merupakan komponen dalam sistem politik pada sebuah 

negara yang merupakan wujud politik secara formal yang menjalankan roda 

pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik 

resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang 

berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor 

infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling 

mempengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi dan lain 

sebagainya. 

Suprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

penyelenggaraan kehidupan negara. Berikut adalah fungsi Suprastruktur 

politik yang terdiri dari Lembaga Tinggi Negara, yaitu: 

A. Presiden 

Sebagai kepala Negara Indonesia, presiden adalah simbol resmi negara 

indonesia di dunia, presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi 

yaitu presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden memiliki 

hak politik yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara, berdasar 

sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu kepala negara simbolis dan 

kepala negara populis. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, pengertian 

Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari hari. 

Secara fungsi, Pertama, Presiden bertanggungjawab memegang kekuasaan 

tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. kedua, 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ketiga, dengan membuat 

perjanjian lainnya yang mengakibatkan luas dan mendasar bagi kehidupan 

rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengaharuskan 

perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, menyatakan kondisi bahaya, ketentuan 

dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan UndangUndang. Kelima, 

Mengangkat Duta dan Konsul. 



58 
 

Dalam mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 

Keenam, Menerima penempatan Duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketujuh, memberi grasi dan 

rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 

Kedelapan, memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kesembilan, Memberi gelar, tanda 

jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan hukum. Kesepuluh, 

membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan 

pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-

Undang. Kesebelas, membahas rancangan Undang-Undang untuk 

mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua belas, 

mengonfirmasi rancangan Undang-Undang yang telaah disetujui bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-Undang. Ketiga belas, 

dalam hal ikhwal yang memaksa, Presiden berhak menempatkan peraturan 

pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Keempat belas, mengajukan 

rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan belanja negara untuk 

dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan 

Perwakilan Daerah. Kelima belas, meresmikan anggota badan pemeriksaan 

keuangan yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah. Keenam belas, menetapkan Calon Hakim Agung 

yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk menjadi Hakim Agung. Ketujuh belas, mengangkat 

dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Kedelapan belas, menetapkan dan mengajukan angota 

hakim konstitusi. 

B. DPR 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan UUD NRI 1945 memiliki 

peran besar dengan tiga fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai lembaga 

pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah dan 

fungsi anggaran. 

 Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) 

3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; 

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan 
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penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah) 

4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD 

5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden 

6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU 

(yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU 

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan 

Presiden) 

2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan 

RUU terkait pajak, pendidikan dan agama 

3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 

4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara 

maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan 

rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara 

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan 

kebijakan pemerintah 

2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan 

oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan 

SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan 

agama) 

 Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain: 

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi 

rakyat 

2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan 

perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) 

mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. 

3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian 

amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima 

penempatan duta besar lain 

4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 

5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim 

agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden 
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6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke 

Presiden 

C. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan 

umum dan diatur lebih  lanjut dengan undang-undang.  MPR mempunyai 

tugas dan wewenang, yaitu : 

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; 

2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan 

umum dalam sidang paripurna MPR; 

3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa 

jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan 

untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR; 

4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

dalam masa jabatannya; 

5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila 

terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya 

selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; 

6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara 

bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan 

wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara 

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai 

habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh 

hari; 

7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. 

 

D. Mahkamah Konstitusi 

Pasal 1 UU Mahkamah Konstitusijo. Perpu 1/2013 menyatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 

tertuang dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi sebagai salah 
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satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap 

UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. 

Kemudian, dilanjutkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, kewajiban 

Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR 

mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945. Pelanggaran 

dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 

1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, 

dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

 

E. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari 

pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.  

1. FUNGSI PERADILAN 

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan 

pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam 

penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali 

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah 

negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. 

b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung 

berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan 

terakhir- semua sengketa tentang kewenangan mengadili. 

permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 

Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985) 

semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan 

muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan 
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peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang 

Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985) 

c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, 

yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan 

perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah 

suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan 

dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 

Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). 

2. FUNGSIPENGAWASAN 

 

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan 

agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan 

diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman 

pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa 

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan 

perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970). 

b. Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan: 

terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan 

perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, 

yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan 

meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 

teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk 

yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 

Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). 

Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang 

menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah 

Agung Nomor 14 Tahun 1985). 

3. FUNGSI MENGATUR 

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang 

tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi 
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kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang 

No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). 

b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana 

dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur 

Undang-undang. 

4. FUNGSI NASEHAT 

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi 

Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 

Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada 

Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau 

penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung 

No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-

undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah 

Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan 

kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. 

Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum 

mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. 

b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan 

memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang 

No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung). 

5. FUNGSI ADMINISTRATIF 

a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana 

dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 

secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini 

masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun 

menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah 

dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. 
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b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, 

susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-

undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman). 

6. FUNGSI LAIN-LAIN 

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 

2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat 

diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. 

7. Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi 

Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 

8.  Wewenang 

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di 

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 

b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim; 

c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 

bersama-sama dengan Mahkamah Agung; 

d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman 

Perilaku Hakim (KEPPH). 

9. Tugas 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam 

melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 

a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di 

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka 

Komisi Yudisial mempunyai tugas: 
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a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung; 

b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; 

c. Menetapkan calon hakim agung; dan 

d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. 

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:   

a. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai 

tugas: 

1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku 

hakim; 

2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan 

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 

3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap 

laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim secara tertutup; 

4) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode 

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 

5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap 

orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 

b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi 

Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan 

kapasitas dan kesejahteraan hakim; 

c. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada 

aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan 

merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. 

d. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan 

Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
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e.   
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BAB 7 POSISI YUDIKATIF DALAM SUPRASTRUKTUR POLITIK 

A. Sejarah Terbentuknya Lembaga Yudikatif 

Lembaga Yudikatif di Indonesia sendiri sudah lama dan memiliki 

sejarah panjang, bahkan ketika negara Indonesia sudah merdeka pada tanggal 

17 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 

Agung merupakan dua lembaga tertua yang menjadi naungan badan Yudikatif 

di Indonesia itu sendiri. Keduanya sama-sama mewujudkan fungsi Yudikatif 

yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 24 dan 25 yang berbunyi 

“Kekuatan keadilan adalah kekuatan independen terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintahan”. (Iqbal Hakim, 2020) 

Meski begitu, badan Yudikatif sendiri belum memiliki kesetaraan 

dengan lembaga yang lain. Sebelum adanya masa reformasi, reformasi paling 

tinggi masih di pimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada 

saat itu fungsi Yudikatif masih berada dibawah wewenang dari lembaga 

Legislatif. Sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar tahun 1945, 

MPR memimpin beberapa lembaga tinggi termasuk Mahkamah Agung untuk 

badan Yudikatif.  

Pada saat itu Mahkamah Agung disejajarkan dengan Presiden, Dewam 

Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Dewan Pertimbangan 

Agung, dan tercatat bahwa UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali. 

Hal tersebut memberikan perubahan besar atas susunan lembaga-lembaga 

tinggi yang ada di Indonesia.  Setelah era reformasi tepatnya pada tahun 1999 

sampai tahun 2002 lembaga-lembaga tersbeut akhirnya memiliki perubahan 

yang berkesinambungan, salah satunya yaitu menghapuskan Dewan 

Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung sendiri merupakan 

lembaga tinggi negara Indonesia emnurut UUD 1945 yang sebelum 

diamandemen fungsinya memberikan masukan atau pertimbangan terhadap 

pimpinan negara yaitu presiden.  

Selain itu, lembaga Legislatif pun ikut mengalami perubahan 

penambahan lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Pada saat yang 

bersamaan, muncul pula lembaga baru yang biasa disebut dengan Yudisial 

yang menjadi poros utama ditujukan untuk mengatur dan mengawasi penegak 

hukum yang ada di Indonesia seperti kinerja hakim.  

 

 

B. Pengertian Yudikatif 
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Lembaga Yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang 

fungsinya yaitu mengawasi penerapan Undang-Undang dan hukum yang 

berlaku di dalam sebuah negara. Mengapa seperti itu? agar dalam sebuah 

negara tidak ada yang sewenang-wenang membuat Undang-Undang dan 

hukum yang akan di tetapkan di negara tersebut. Lembaga Yudikatif juga 

merupakan kumpulan lembaga-lembaga yang didalamnya beroperasi dalam 

mengawasi dan memastikan berjalannya Undang-Undang. Tidak hanya 

Undang-Undang, namun semua hal yang berhubungan dengan penegakan 

hukum di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga Yudikatif ini memiliki peran 

yang amat sangat penting dan juga strategis jika didalamnya mengawasi serta 

memperngaruhi perkembangan sosial, ekonomi dan hal lainnya yang berada 

di Indonesia. Dalam lembaga Yudikatif sendiri terbagi menjadi tiga yaitu, 

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Dibawah ini 

akan dijelaskan pengertian dan posisi lembaga Yudikatif di Indonesia: 

1. Mahkamah Konstitusi (MK)  

Merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi di 

negara Indonesia. Artinya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar 

dengan Mahkamah Agung (MA).  Jika dilihat dari Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan keempat 

(Tahun 2002), dinyatakan dalam struktur kelembagaan Indonesia terdapat 

sembilan organisasi negara yang menerima kewenangan dari Undang-

Undang Dasar secara langsung. Kesembila organisasi tersebut yaitu, (1) 

Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Dewan Perwakilan Daerah, (3) Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, (4) Badan Pemeriksa Keuangan, (5) Presiden, 

(6) Wakil Presiden, (7) Mahkamah Agung, (8) Mahkamah Konstitusi dan 

(9) Komisi Yudisial. Selain kesembilan lembaga tersebut, terdapat juga 

beberapa lembaga yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu (1) 

Tentara Nasional Indonesia, (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

(3) Pemerintah Daerah dan (4) Partai Politik. Selain itu juga terdapat 

beberapa lembaga yang tidak disebutkan namanya tetapi disebut 

fungsinya, namun kewenanangan tersebut akan diatur oleh Undang-

Undang, yaitu (1) bank sentral yang tidak disebutkan namanya “Bank 

Indonesia” dan (2) komisi pemilihan umum yang bukan termasuk nama 

karena ditukis dengan huruf kecil. Baik itu Bank Indonesia maupun 

Komisi Pemilihan Umum yang saat ini menyelenggarakan kegiatan 
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pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang 

mendapatkan kewenangan dari atas atau Undang-Undang.  

Sebagai pemegang kekuasaan di dalam kehakiman, diharapkan 

Mahkamah Konstitusi dapat merealisasikan dan melindungi hak-hak 

warga negara. Tentu ini adalah harapan besar dimana jika melihat ke 

belakang terdapat hak-hak dasar warganegara yang selalu diabaikan oleh 

penguasa. Hal itu bisa kita lihat pada masa Orde Baru. Hampir tidak ada 

jaminan terhadap perlindungan hak-hak constitutional warganegaranya 

sendiri. Pada saat itu pemerintah justru egois berupaya mempertahankan 

kekuasaan yang telah ada dalam genggamannya. Dan pada saat itu juga 

masyarakat menjadi korban akan keserakahan dan ke egoisan 

pemerintahannya sendiri. Mengingat persoalan hukum yang demikianlah 

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mewadahi masayarakat agar 

mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang telah tertuang di dalam 

UUD 1945.  

Sebagai makhluk individual, warga Indonesia serta siapapun yang 

bertempat tinggal di Indonesia memiliki hak asasi sebagai mana diatur 

dalam Pasal 27 dan 28J, dan kewajibannya sendiri sudah diatur dalam 

Pasal 27 dan 28A-28J, dan kewajiban tersebut sudah diatur dalam Pasal 

27, 30 dan 31 UUD 1945. Penerjemahan terhadap hak asasi manusia 

warganegara disini bukan hanya hak-hak yang telah tertuang dalam pasal 

tersebut, melainkan menyangkut juga pengujian UU terhadap UUD 1945 

yang juga telah menjadi bagian dari hak asasi setiap warganegara yang 

dijamin oleh konstitusi.  

Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini diawali dengan pembaruan 

pemikiran dalam bidang ketatanegaraan sekitar abad ke-20. Mahkamah 

Konstitusi merupakan lembaga negara yang berasal dari sistem hukum 

Eropa Kontinental. Indonesia sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikiran 

ketatanegaraan Eropa, khusunya negara dengan sistem hukum Eropa 

Kontinental.   

Yang sudah dijelaskan beberapa kali, bahwa Mahkamah Konstitusi 

sendiri memiliki tugas yang sangat penting. Mengingat Mahkamah 

Konstitusi sendiri telah menyatakan dirinya sebagai penjaga konstitusi 

melalui proses constitutional review pada Pasal 50 UU Mahkamah 

Konstitusi. Pernyataan tersebut yang akhirnya membawa angina baru, 

karena berdasarkan UU MK, proses constitutional review hanya dapat 
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dlaksanakan setelah adanya perubahan III UUD 1945. Beberapa putusan 

MK mempengaruhi norma dan sistem hukum yang sudah ada di Indonesia. 

Meski tidak secara tegas memiliki kewenangan legislasi, namun pada 

kenyataannya MK memiliki wewenang atas legislasi, terbukti dengan 

bermunculannya berbagai norma hukum baru di Indonesia dari berbagai 

putusan MK melalui penafsiran MK terahadap konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi dianggap telah melakukan ultra pelita oleh 

beberapa kalangan. Ultra pelita sendiri adalah penjatuhan putusan oleh 

hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang 

telah diminta. Sementara yang tertuang dalam Undang-Undang yang 

mengatur tentang keberadaan MK maupun dalam UUD 1945, kewenangan 

untuk membuat putusan yang sifatnya ultra pelita sendiri tidak memiliki 

ruang yang cukup untuk di realisasikan. Maka dari itu, sebenarnya MK 

tidak berwenang untuk membrikan putusan di luar dari apa yang diminta 

oleg pemohon. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah menyangkut 

kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. 

2. Mahkamah Agung (MA) 

 Merupakan Agung merupakan lembaga negara yang menjalankan 

kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan 

lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung 

merupakan lembaga yang paling tinggi dari pada yang lain. Seperti yang 

tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dibuat untuk 

menindaklanjuti ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pasal 10 Mahkamah 

Agung merupakan Pengadilan Tinggi Negara, yang berwenang mengadili 

pada tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan. 

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, yang mana yang menjadi 

ketua disini merupakan orang yang dipilih dari dan oleh hakim agung 

kemudian diangkat oleh Presiden. Sedangkan hakim agung sendiri dipilih 

dari hakir karier, professional dan juga akademis. Mahkamah Konstitusi 

dan Mahkamah Agung memiliki dua kesamaan, yaitu sama-sama 

pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang tentunya sudah 

jaya dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, seperti pemerintah 

(excecutive) dan lembaga permusyawaratan perwakilan (legislature). 

Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan di Jakarta yang mana 
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sebagai ibukota dari Negara Republik Indonesia. Hanya saja struktur dari 

kedua organisasi kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama 

sekali antara satu sama lain. Mahkamah Konstitusi yang merupakan 

lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir ini tidak mempunyai 

struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak 

dari segala puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara 

vertikal dan horizontal yang mencakup empat lingkungan peradilan, 

seperti lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer.  

Meskipun memang tidak secara persis, tetapi lembaga Mahkamah 

Agung ini dapat diartikan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan 

tuntutan keadilan bagi individu, kelompok atau sumber hukum lainnya. 

Sedangkan jika dilihat, Mahkamah Konstitusi tidak berhubungan dengan 

orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. 

Hal-hal yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya berupa 

persoalan-persoalan yang menyangkut kelembagaan  negara atau institusi 

politik yang luas ataupun sama dengan pengujian terhadap norma-norma 

hukum yang sifatnya abstrak, bukan perihal urusan orang per orang atau 

pun kasus-kasus ketidak-adilan secara individual juga konkrit.  

Dinamika terjadinya perubahan akan selalu terjadi pada kelompok 

masyarakat maupun lembaga. Hal yang harus dilakukan adalah melakukan 

gerakan internal untuk melakukan perubahan tersebut. Menurut teori 

Dissipative Strukture dari Ilya Prigogyne, bahwa setiap sistem akan selalu 

terjadi perubahan untuk terciptanya struktur baru guna memperbaiki 

struktur yang dirasa kurang. Menurut teori tersebut, alam semesta 

merupakan salah satu sistem yang terus menerus melakukan perubahan 

untuk memperbarui dirinya sendiri (self renewing system). Entah dengan 

cara goncangan, gesekan, kekacauan, angina/badai, bencana alam, gunung 

meletus dan ketidakaturan pada bumi itu sendiri. Dari beberapa sejarah 

telah dibuktikan bahwa dalam sebuah negara, bangsa dan lembaga akan 

menjadi kuat dan solid setelah bertahan dari berbagai masalah yang terjadi 

pada negara atau bangsa tersebut. Maka dari itu, dalam mengantisipasi dan 

mempertahankan eksistensi, Mahkamah Agung harus terus menerus 

melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi 

yang digunakan bisa dengan membentuk tim khusus atau merancang divisi 

khusus untuk guna membuat rancangan baru yang kreatif dan inovatif.  
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3. Komisi Yudisial 

Merupakan Lembaga Negara yang bersifat mnadiri dan memiliki 

peranan yang tak kalah penting dari Mahkamah Konstitusi maupun 

Mahkamah Agung. Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam 

mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kedaulatannya 

mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan 

berupa pengawasan eksternal terhadap hakim sebagai pelaku kekuasaan 

kehakiman yang transparan dan juga partisipasi untuk menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kedudukan 

Komisi Yudisial dilihat dari Pasal 24B UUD tertuang bahwa Komisi 

Yudisial mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan kewenangan 

sebagai pendukung untuk lembaga peradilan.  

Di Indonesia sendiri peradilan memiliki perjalanan yang mengalami 

pasang surut kepercyaan dari masyarakat seiring dengan usaha-usaha 

perbaikan sistem peradilan oleh pemerintah. Komisi Yudisial sendiri 

dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat 

serta perilaku hakim. Komisi Yudisial menjadi respon masyarakat yang 

bisa dibilang bagus, karena dibentuknya lembaga ini untuk memperbaiki 

pengadilan yang tercemar disebabkan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam proses 

pembentukannya, Komisi Yudisial memiliki dukungan penuh dan 

dorongan dari masyarakat sipil (civil society). Komisi Yudisial itu sendiri 

merupakan amanah reformasi, khususnya reformasi peradilan. Sudah 

menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia telah banyak prakata-prakata 

yang menyebutkan “hakim yang menyalahgunakan kekuasannya” atau 

“hakim yang tidak adil kepada ekonomi rendah dan ekonomi tinggi”. 

Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia sebagai dalam kekuasaan 

kehakiman bukanlah sebagai aksesoris saja, tetapi Komisi Yudisial lahir 

sebagai konsekuensi politik yang ditunjukan untuk membangun sistem 

saling awas dan saling imbang (check and balances) dalam struktur 

kekuasaan termasuk pada sub sitem kekuasaan kehakiman itu sendiri.  

Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial pun memiliki kedudukan 

yang sama dengan lembaga negara lainnya dalam lingkungan Yudikatif 

seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ketiganya memiliki 

tugas dan fungsi masing-masing dalam menjaga ketertiban negara dalm 

hal hukum dan peradilan.  
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